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CAPAIAN PROGRES FISIK PELAKSANAAN KEGIATAN APBD  SAMPAI  
DENGAN BULAN MEI 2024 SEBESAR 39,76% 

 
Sumber Gambar: 
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Isi Berita:   

CILACAP – Sebagai salah satu upaya dalam melakukan evaluasi capaian pelaksanaan 

kegiatan APBD yang meliputi capaian (realisasi) fisik kegiatan dan keuangan (penyerapan 

anggaran) sampai dengan Bulan Mei 2024, sekaligus untuk mengetahui hambatan dan 

permasalahan yang terjadi sehingga dapat segera diambil langkah perbaikan atau tindakan 

penyesuaian, Pemerintah Kabupaten Cilacap menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian 

Operasional Kegiatan (POK) APBD di Pendopo Wijayakusuma Cakti Cilacap, Kamis 

(13/05/2024). 

Kegiatan dibuka oleh Pj Bupati Cilacap Awaluddin Muuri, didampingi Asisten 

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Jarot Prasojo, Asisten Administrasi Umum 

Sumbowo dan dihadiri para kepala OPD dilingkungan Pemkab Cilacap, Camat, Kepala 

Bagian Sekda dan Kepala UPTD Puskesmas. 

Dalam sambutanya Pj Bupati Cilacap Awaluddin Muuri menjelaskan bahwa secara 

keseluruhan capaian progres fisik pelaksanaan kegiatan APBD  sampai  dengan  bulan Mei 

2024  sebesar 39,76% atau masih 5,65% di bawah target fisik sebesar 45,40% dan untuk 

realisasi penyerapan belanja APBD, SP2D telah mencapai 30,87% dan SPJ 30,85%. 

Sedangkan untuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah TA. 2024 sampai 

dengan bulan Mei 2024, realisasi fisiknya mencapai 38,43% atau masih 11,82% di bawah 

target fisik sebesar 50,26% dan realisasi keuangannya 8,64%. 
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Sementara itu, untuk pelaksanaan/realisasi fisik Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 

Anggaran 2024 sampai dengan akhir Bulan Mei 2024, untuk DAK Fisik sebesar 34,77% 

dan DAK Non Fisik sebesar 39,22%. 

“Melihat progres pelaksanaan APBD tahun 2024 sampai dengan akhir bulan Mei tersebut, 

saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya Kepada OPD/Unit Kerja yang realisasi 

fisik maupun keuangannya baik, dan saya harapkan untuk dapat dipertahankan dan 

ditingkatkan kembali. Sementara kepada OPD/Unit Kerja yang realisasi fisik maupun 

keuangannya masih rendah, untuk dapat bekerja lebih keras lagi”, ungkapnya. 

Lebih lanjut dijelaskan, bagi OPD Pengampu Kegiatan, baik yang bersumber dari Bantuan 

Keuangan Provinsi, DAK Fisik dan Non Fisik agar benar-benar mempedomani dan 

mematuhi peraturan/ketentuan yang berlaku, khususnya dokumen syarat salur maupun 

batas waktu penyampaian syarat salur sehingga terhindar dari potensi tidak salur, dan 

kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana tersebut terlaksana secara tepat waktu, tepat 

mutu, tepat administrasi, dan segera dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

“Untuk Pelaksanaan Kegiatan APBD Semester I akan segera berakhir dan memasuki 

Semester II Tahun Anggaran 2024, saya minta kepada seluruh Kepala OPD untuk benar-

benar mencermati Program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing 

agar semua Program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana tepat waktu dan 

cukup waktu sehingga diperoleh hasil pekerjaan yang tepat mutu, tepat administrasi dan 

tepat manfaat, baik untuk pekerjaan yang dikelola sendiri maupun yang melibatkan pihak 

ketiga” pungkasnya. 

Dalam kesempatan tersebut Pj Bupati Cilacap Awaluddin Muuri menyampaikan bahwa 

Pemerintah Kabupaten Cilacap kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP) yang ke-8 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 

2023. 

Ini sebagai bukti terselenggaranya Tata Kelola Keuangan yang baik pada Pemerintah 

Kabupaten Cilacap, untuk itu kami sampaikan apresiasi kepada seluruh Jajaran Pemerintah 

Kabupaten Cilacap, dan ini menjadi tugas kita bersama agar Opini WTP tetap kita raih 

untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya. 

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sumbowo membacakan rincian capaian 

realisasi anggaran dari masing-masing OPD, Kecamatan, dan Puskesmas sehingga 

diketahui mana saja yang sudah sesuai target dan yang masih di bawah target dengan 

menanyakan hambatan yang dialami. 
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“Kami harapkan agar pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 di lingkungan kerja 

masing-masing dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan serta dapat 

dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar”, ungkapnya. (wd/kominfo) 
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Catatan :  

 Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan 

Pengeluaran Daerah. 

b. Pasal 24 

1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah 

dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. 

2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas: 

a) Belanja Daerah; dan 

b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah. 

c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 

ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 
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d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara 

lain b. belanja modal. 

e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 

ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk 

menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan 

yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh 

Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 

 Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

 A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai 

berikut: 

a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk 

melaksanakan APBD pada tahun berkenaan. 

b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi 

manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan. 

c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi 

pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk 

menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber 

daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. 

e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat 

untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian 

Daerah. 

 D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal,  d. Kelompok 

belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, 

digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, 

dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai 

oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.  
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Disclaimer : 

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana 

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat 

suatu instansi 


